BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan
yang di ajukan didepan yaitu bahwa diskresi yang diberikan polisi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khusunya anak yang
melakukan tawuran, berupa pemberian pengertian dari pihak
kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan
memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan
mengulangi perbuatan pidana lagi, merupakan penyelesaian dengan
cara diversi berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu dengan
pemberian tindakan yang telah disebutkan diatas, telah tercapai
perdamaian antara korban dan anak, dan dapat diselesaikan diluar
pengadilan, serta anak bisa terhindar dari perampasan kemerdekaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat

disarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam menangani masalah anak yang berkonflik
dengan hukum, melalui diskresi dalam bentuk diversi polisi dapat

menggunakan daya kreasinya berupa diskresi. Misalnya dengan
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memberikan tindakan berupa pemberian pengertian dari pihak
kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan
memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan
mengulangi perbuatan pidana.

. Diharapkan agar dalam menanganan anak yang berkonflik dengan
hukum, polisi dapat menyelesaikannya dengan cara diversi dengan
menggunakan diskresi berdasarkan pertimbangan sesuai dengan
tujuan diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.
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